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TETTTAl{G

PERUBAHAI{ ATAS
PERATURAil GUBERI{UR SUiIATERA UTARA I{O]IIOR 7 TA}IUil 20ll TEITTATIG

PROGRAM IEGIS1ASI DAERAH PROVII{SI SUMATERA UTARA TAHUN 2011

Menimbang :

DEilGAl{ RAHIIiAT TUHAT{ YATTG T{AHA EsA

GUBERTTUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan kmerintah Provinsi
sumaten ljtara Nomor zryKlaafi dan Nomoi ffia.*1t85/Kpl5/2011
tanggal 7 Maret zaLL, Rancangan peraturan Daerah yang merupakan
inisiatif DPRD Provsu belum ditetapkan dalam perahrran Gubernur;

b, bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian
atas potensi kondisi sumber daya daerah dan kondisi yang mendesak,
Pemerintah Provinsi Sumatera utara dapat menyepakati perubahan
rencana pembentukan Produk Hukum Daerah yang'tercaniurn dalam
Program Legislasi Daerah atau nremasukkan Rancangan prduk
Hukum Daerah yang sebelumnya tidak tercantum daram program
Legislasi Daerah;

c. bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daram
huruf a dan huruf 4 per,lu menetapkan Peraturan Gubemur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur sumatera utara Nomor 7 Tahun
20tt tentang Prugram Legislasi Daerah provinsi s{.rmatera utara
Tahun Zlfl ;

1. undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Propinsi Surnatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indsnesiit
Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2Ag4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4389);

Mengingat :



3. Undang-Undang...

3. undang-undang Nomor 32 Tahun za04 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 44j7),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas
undang-undang Nomor 32 rahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran lrlegara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4B+4);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata cara
Penyusunan dan Pengelolaan program Legislasi Nasional ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Program Legislasai Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kewenangannya
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara f'rlomor 6);

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata
Kerja sekretaris Daerah dan sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara N,ornor 8);

l0.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Rovinsi Sumatera Utara Nomor 9);

ll.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

12.Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Program Legislasi
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 7);



MEMUTUSI(AN I

MENCTAPKAN : PERATURA'I GUBERIIUR TEIITATIG PERUBAHATI ATAS PERATURAN
GUBERI{UR SUUITERA UTARA ilOr,IOR 7 TAHUII 2011 TEI{TAHG
PROGRA}I TEGISLASI DAERAH PROVTT{SI SUMATERA UTARA
TAHUT{ 2011

Pasal I
Lampiran dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20LL, diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal If
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di iledan
pada tanggal 23 Jutf zfif
PII GUBERTTIUR SUTATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 98-u{'ir

PIt. SEKRETARIS

H. RACHMA

BERTTA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARATAHUN 2011 NOMOR 39
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A.

TAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATEM UIARA
NOMOR 38TAHUN2011
TANGGAL 22 JUNT 2OIT

PROGRAI.I TEGISI.ASI DAERAH PROUII{SI SUUATERA UTARA TAHUT{ 2011

Daftar Urutan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Program
Leglslasi Daerah sebagai berikutl

IT{ISXATIF DPRD PROVSU

1, Rancangan Perahrran Daerah tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Utara;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1985
tentang Pendirian PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara,

Revi$ Feraturcn Daerah Nomor 23 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah.Perhotelan

Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999

tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari

Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perceroan Tebatas (Ft) Bank Pembangunan Daerah

Sumatera Utara, Revisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan

PT. Fembangunan Prasarana Sumatera Utar4 Revisi Perafuran Daerah Nornor 10 Tahun

2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dan Retrisi

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan

Daerah Perkebunan menjadi Perseroan Terbahs (Prl) Perkebunan Sumatera Utara dan

menjadi Perusahaan Daerah BUMD;

3. Rancangan Peraturan Daerah Usaha Perikanan di ProvinsiSumatera Utara;

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modaldi Provinsi Sumatera Utara;

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan;

USUI.Ail PEMPROVSU

1. Rancangan Peraturan Daer:ah tentang RT/RW Provsu;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi;

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pe*ambangan Mineral dan Batubara;

6. Rancangan Ferahrran Daerah tentang Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah Tahun

20t2t
T. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

daerah Tahun Z0fil
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;

9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Re&ibusi;

10. Rancangan Perahrran Daerah tentang Perubahan Nama Rumah Sakit liwa Daerah

Provinsi Sumatera Utara menjadi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. H. ILDREM.

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

B.

C',ATOT PUJO NUGROHO


